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PERANAN JURISDR'UDENSI
DALAM SES‘I‘EM HUKUM CEVH_. LAW"

o _Okki 1 9?5611 Br Pawlus i:%Eififéi?iii‘% Ell'é%m_uhg, SH "

i Hukum dz Indonesm sangat dipengamhx oleh sistemn hukum
_ vaxl —Law, yang membuat kedudukan ‘hukum Indonesia ditinjau =
o dari sudut Iimu_ perbandmgan hukum (comparatwe—iaw) termasuk
T atan | eh:sarga hukum ‘negara-negara Civil Law
 ' (European Ccnimemal)' dlsampmﬁ eksmtensx hukum’ Adat dan
'::"""_'hukum Islam yang hldup dalam masyarakat '

_ Hai ini: tldak periu diherankan dan rnerupakan konsekuensx

Iogis mengingat masa penjajahan dan pengaruh hukum Belanda

.. Yyang sangat dominan dalam kurun wakmu kurang lebih 350 tahun

"""::'.f:sebelum masa kemerdekaan walaupun ‘pada’ wakmn it hukum

“Adat dan’ hukum IsIam }uga tetap d:biarkan berkembanc dan
h;dup da]am masyarakat : :

_ _ Oleh karenanya daiam IStl]ah hukum sehari han penaertlan
' '-'-""'_"hukum Perdata Barat atau bldang hukum Perdata Tertulis selalu

‘ ‘dan sermg d:asosxaszkan dengan adanya kod;i’ikasa ka;dah kaidah
" hukum Privat | yang ‘bersumber pada Kztab Ur.utianc-Uncflan0
__ ::"'Hukum Perdata (Burgerhjk Wetboek) dan segala pemndanfr-
anda'lgan ;am yang ieucait § & c

Dalam sxlabus duma pendldxkan 1lmu hukum klasifikasi

hukum Perdata Barat  diartikan pada ketentuan-ketentuan kodifikasi

_ Bergerlijk Wetboek dan peraturan-peraturan terkait, disamping

Juga dlkenal adanya klasifikasi hukum Perdata Ada/tak tertulis
dan hukum Perdata berdasarkan Syar;ah

Sekalipun dari segl ilmu pengetahuan/dokirmna;r ilmu
hukum dan sejarah hukum, Indonesia termasuk dalam kelompok

* Makalah disampaikan pada Konperensi 150 Tahun Kitab Undang-undang Hukum Perdata
-Indonesia "Hukum-Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, diselenggarakan oleh
" BPHN Dcpancman Kehakiman RI, bekerjasama éengan Umversxm Lclden Negcn Belanda,

© Fakarta, 2628 "April 1999

*% Guru Besar, dan ‘Hakim Aguong pads Mahkamah Agung RIL
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“népara-negara Civil-Law, ‘namun hal ini tidak berarti bahwa
~pengaruh sistem -hukum ‘Commeon-Lawdalam praktek sama

sekali tidak ada. Justru sebaliknya, kenyataan empiris menunjukkan
bahwa kedua sistern hukum. tersebut .(Civil-Law dan Common-

__Law) saimg masuk memasuki dan ‘terjalin satu sama lain (in-

terwoven) secara harmonis dalam penerapanmya . di lapancan _

terutama dalam kontruksi-kontruksi hukum yang berkaitan dengan
“hukum: blSﬂiS/@I\Oanl perdagangan ;ntemauional dan sebacamya

.'._-.dalam era g}obahsaSI ini.

Sehmsga saanciamya ptm dzlakukan pembedaan antar"i__

'_.'kedua kutub Cmi Law dan’ Common~Law ‘maka perbedaan itu

'_hanyalah mempunyax nilaj teorms/doktrmnazr saja dalam dunia
1lmu pengetahuan, sedancrka'l dunia prakiek ilmu hukum privat
“elahr menunjukkan ‘adanya benang: pemlsah yang sangat fipis

A 3d1mana ter_;adl proses. saling. memasukl

v 44 Karakteristik dalam sistem hukum Civil-Law adalah kedudukan

8 ___Juﬁspruciens; sebagal salah. satu sumber hukum walaupun memang
" diakui bahwa ada beberapa penuhs hukum yang masih menolak
}unspmdenm dlben kedudukan sebagai sumber hukurm.

Da}am 51stem hukum d1 Indcmesm dalam kaztannya dengan

_:_:_pambangunan huknm Nasmnal Junsprudensx merupaxan kebutuhan
. yangf fundamental untuk meiengkapl pelbagai peraturan perundang—
;'_-undangan dalam penerapan hukum karena dalam sistem hukum

nasional kita juga memegang _peranan_ sebagal sumber hukum,
dan Jurisprudensi bertujuan agar Undang-undang tetap aktual

‘dan effektif dalam arti mampu memelihara kepastian hukum,

e kesatuan hukum ‘dan keadilan sosial.’

\ Namun dalam kedudukannya sebagal sumber hukum tersebut,
kekuatan meng:katnya Jurisprudensi bagi -para hakim dalam
sistemn hukum civil-Law (termasuk Indonesia) tidaklah sama
dengan -sistem hukum Common-Law.

.Dal'am sistem hukum kita, keterikatan dari hakim pada
putusan-putusan yang lebih dulun dan menjadi Jurisprudensi

- memang lebih bersifat “persuasive force of precendt” dan

bukannya didasarkan pada sifat “coercive force of binding
precedent” seperti halnya yang menjadi asas dalam doktrin “stare
decisis” di negara-negara bergistem hukum Common-Law,
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: ._:__up' to date

- Dalamy sistem hulm Civil-law yang:memang menguiamakan

. pada kodifikasi (statutory law) dan memberi otoritas utama pada
-bukum - tertulis, maka peranan putusan hakim (Junsprudensa) _
7 1ebih Y dimaksudkan sebagai “pengembangan ilmu hukum itu

sendiri, sebab Undang-undang (Hukum tertulis) tidak selaln

'le_ngkap dan tidak, _dapat  tuntas, bahkan sermg ketinggalan

hm:trga perlu untuk selalu d}kembangkan agar tetap aktual dan

_ Terutama dalam suatu negara yanc sedang ‘membangun
' ;-_:(deveiopmg country) sepem halnya Incioensm termasuk pembangunan
‘hukum, maka fungsi dan peranan Jur:sprudensx men}adl lebih

S 'pemlng dalam keh;dupan hukum suatu negara agar dapat mencrakutl

arus perubahan sosial dan perkembancran hukum yang selalu

.. cepat...

Pandangan yang mengaiakan bahwa “seoran g hakim adalah

"":-"-'tidak lebih “dari “corong ‘dan mulut yang menyuarakan “bunyi
. Undang- undang sudah . lama dltmggalkan dan hakim justru

Sttt agar men_]adl faktor penngi kekosongan hukum manakala

:'.:-:'._::'_Undang undang tidak mencatur yaztu denoan cara menggali
' :mlal—mlal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

Inilah nafas dan jiwa yang tercermin dalam ketentuan pasal

f:_ | _"_'27'53/32 (I) Undang undang Pokok Kekuasaan Keha}uman Nomor
14 Tahun 1970 LW

IL. :-.Illustras: Perkembangan R urmprudensz

Sebagai illustrasi dalam Jurisprudenm yang berkaitan dengan

.. Interpretasi terhadap suatu perjanjian, dapat dikemukakan disini
~salah satu contoh yaitu mengenai “Jual-beli dengan hak membeli

kembali” (koop en verkoop met beding van wederinkoop) atas

N dasar pasal 1519 KUH Perdata (BW).

Dengan membandmgkan pada beberapa putusan hakim
sebelum tahun 1980 yang menyangkut “Jual beli dengan hak
membeli kembali”, dan sesudah tahun 1980, tampak adanya

'perkembangan Junsprudens: melalui interpretasi terhadap suatu

perjanjian.

Sebelum téhun 1980, beberapa putusan hakim menunjukkan

© adanya pgng:akzia'n terhadap lembaga “Jual beli dengan hak

I - Trir Boa 2R s ¥ A ¥, b3 & b 2
LERAITEAC TR R T INDaTT twiobufdl o dil dlasally JULTHRURI Al
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.;:g.Kontruksx hukum dem1km~; diperkenankan oieh pasal 1519
KUHPerdata: (BW) ' L

. __:'_?Asas kebebasan ber}contrak t1dak meiarang dan memparkenankan :
 juga. __ _ .

=3 . Walaupun perjanjzzm yanc bersangkutan bertentangaa dengan

©" pasal 1519 KUHPerdata, akan tetapi bila hal itu dikehendaki

~ oleh para pihak maka perjanﬂaﬁ fetup sah (Asas kebebasan' _
-.:'...berkontrak) o .

'_(Antara lain v;de putusan Mahkaman Aeung Nomor ’726 Kfs;p/
: 1973 tanggal 12 Desember 1974 dan juga putusan Mahkamah
':":_Agung Nomor 949 K/sxp/1973 tanggal 1 April 1975).

Tetapi sesudah tahun 1980, tampak perubahan perkembangan
. . Jurisprudensi tentang jenis jual-beli tersebut dengan adanya juga
_ -pembahan pandangan hakim terhadap asas kebebasan berkontrak,

Yy Pandancran ini bermula. dan putusan Mahkamah Agung

- ldalam majehs yang d1p1mpm oleh Prof. Z. Asakm Kusurnaatmad ia,
- 'SH dalam’ putusan tanggal 10 Pebruan 1983 Nomor 3804 K/
sap/1983 yang mempertlmbangkan dan berpendapat bahwa :

il Y M beli dengan hak membeli kembali dalam praktek hanya

o Hdlp&ka! dalam perjanjian jual beli tanah sedanwkan Hukum

Adat tidak mengenal bentuk jual beli ini, melainkan gadai.

Oleh karena itu'juial ‘beli dengan hak membeii kembali
:me_ngenai tanah adalah baial demi hukum.

" Jual beli dengan ‘hak ‘membeli kembali dalam praktek
' "merupakan ;ndxka& teiah terjadi perjanjian yang bersifat
riba, karena pegampan ashnya adalzh perjanjian utang-
piutang dengan syarat-syarat yang sangat berat/tidak patut,
~-sehingga -dalam keadaan -terdesak debitur menandatangani

. perjanjian jual beli tersebut.

- ?’er_]an};an Jual bah dengan hak membeli kembali dalam
praktek untuk menghindari Undang-undang tentang Pelepasan
tang (Geld schieters Ordonantie Sthid. 1938-523).

Pandangan-pandangan tersebui diikuti terus oleh Mahkamah

Ja_t ai3 A&I«,-—,—. TS aT-Aan 11200 1 ENATE I NN 7 2_4_10#!

T TR Ixiy s ey e [V EEL L oW
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_;-._-____-_._fK/sxp/ 1982, kemudian . dai&m putusan-Nomor: 3547/K/Pdi/1995,
<+ dan sterakhir.. tanggal 25 Sept{amber 1967 Nomor 1888/K/Pdt/

' 1995

Dan perkembangan tersebut - dapat dilihat -bahwa peran

5 ::_:Junspmdensx sebagai pengembang hukum tampak dengan adanya

-.-.perubahan~perubahan pandangan cialam masalah tersebut diatas.

Secara_ smgkat ada beberapa pertimbangan lag: tentang

'perubahan sxkap tcrsebut yanv tampak dalam - perﬂmbangan-
i :5"pemm’t)aﬂg '

berbagal putusan tersebut yaitu e

__':_':Per}anjxan dengan hak membeh kembah megnenm tanah
_"'tzdak dzkenal dalam hukurn adat '

b. 'Perjanjran seperti 1tu bers:fat perjan_uan Sermnu.

G Pe:jan_uan tersebut pada hakekatnya ber!atar belakang perjanjian

i riba..

*'-'d‘__"'ff'Pengual sebagai debltur menandatangam perjanjzan dengan

y 'terpaksa

e . Harga pen_;ualan tldak selmbang

1IL

f. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali diadoptir
dari hukum Belanda, sedangkan di Belanda sendiri, perjanjian
_sepern xtu sudah dlhapus

g Bertemangan dengan hukum Acara | .

Dari data-data perbandingan tersebut diatas, ternyatalah

- bahwa meskipun pasal 1519 KUHPerdata (BW) belum dihapus
- secara formil, namun sepanjang mengenai tanah telah dlsmgklrkan

oleh Jurisprudensi, dengan alasan- -alasan seperti terlihat dalam
pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut diatas.

Karenanya asas kebebasan berkontrak tidak lagi menjadi
asas mutlak, sebab hakim dapat memasuki kebebasan berkontrak
itu dengan alasan-alasan yang rasional dan diterima oleh masyarakat,

Punutup

L. Sepanjang mengenai hukum perikatan, ketentuan-ketentuan
dalam B.W sudah seharusnya dikembangkan dalam makna

. e e ey .
Uﬁﬁ“ ]@th m"‘mp@’“}”“i’”“ a«.vmm‘juuu FETIVERT T AT I T8 Y
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_keadllan dalam masyarakat serta perkembangan. global dari
‘dunia tanpa batas batas (borderiess world) temtama dl

' _bxdang ekonomi _

i Mah}camah Agung dapat berperan aktif dan hams mampu
‘..:-:_::.men_;adz penjaga ‘kepastian - hukum, - kesatnan hukum dan
' --.-;3_}:mla1-nzia1 keaddan ‘baik - atas, dasar | ‘legal “justice ‘manpun-
.. moral justice, ‘melalni _peranan J’unspmdenm dalam sastem _
___hukurn k1ta_éebagax salah sam sumber hukum N '

| _ Junsprudenm sangat berperan daiam pemngk.atan pemhangunan '

"-:_"-___"hukum sehmgga dapat membenkan arah kemana Hukum
- ‘Masional . akan dxkembangkan terutama dalam mteiaksx
- aniara  sistem hukum bangsa«bangsa dan negarawnegam

dalam era globahsas;

e & -Agar Junspmden31 dapat memenuhi peranan tersebut diatas,

maka peningkatan profesionalisme Sumber ‘Daya Manusia

dl Imgkungan Kekuasaan kehakiman menjadl sangat relevan

dan menentukan agar dapat rnenangkap makna dan arah
tujuan perkembangan hukum secara tepat, dan mengisi
perkembangan hukum dengan legal reasoning yang konprehens1f

o dan edukat:f

Catatan PR B

1. Makalah disusun secara rmgkas untuk dikembanckan lebih lanjut
dalam diskusi / seminar, : :

2.7 Sumber utama Analisa perkara' -
‘Laporan Penclitian kebebasan Berkonirak dalam Jurisprudensi,
' ~khususnya Jual-Beli dengan hak membeh kembah (oleh :
“Hanfm Al Tumpa, 1998) :
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